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LAMPIRAN
Lampiran 1. Surat Jawaban dari Organisasi Kepercayaan Aliran Kebatinan

Perjalanan

DEWAN MUSYAWARAH DAERAH ALIRAN KEBATINAN

“PERJALANAN”

Sekretariat : Ngesrep Barat IV No. 30 RT 08 RW 09 Srondol Kulon
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Kode Pos 50263
HP. 08157713617, 08164252665
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2
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X

B3

Nomor : 01/DMD-SMG/1/2024
Lamp. : -
Perihal : Izin Riset / Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
J1. dr. Antonius Suroyo

Kampus Universitas Diponegoro Tembalang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 466/UN7.F1/AK/I/2024 tanggal 11 Januari
2024 tentang Permohonan Riset / Penelitian untuk mashasiswa Program S1 Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro :

Nama : Risca Ovi Yanti

NIM :11000120120052

Alamat : J1. Banjarsari No. 2b, Tembalang Semarang Jawa Tengah

Nomor HP 1082311318864

Bidang Minat : Hukum Perdata Berat

Judul Skripsi : Pengakuan Negara Serta Pencatatan Terhadap Perkawinan bagi
Penghayat Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota
Semarang

Kami selaku Ketua Aliran Kebatinan Perjalanan Kota Semarang menyatakan tidak
keberatan atas Riset / Penelitian tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Riset / Penelitian tidak disalah gunakan untuk tujuan lain

2. Sebelum melaksanakan Riset / Penelitian mencari data langsung kepada responden
maka harus terlebih dahulu melapor kepada Ketua Aliran Kebatinan Perjalanan Kota
Semarang

3. Setelah Riset / Penelitian selesai supaya meyerahkan salinan datanya kepada Ketua
Aliran Kebatinan Perjalanan Kota Semarang

Demikian surat izin Riset / Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 15 Januari 2024

Dewan Musyawarah Daerah
“Aliran Kebatinan Perjalanan”
os‘ AWA;;}(ota Semarang

121



Lampiran 2. Surat Jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1E g 4 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
: aﬁ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Website 1 www.

J1. Kangura Reya Nomor 3 Telp. (024) 6712363 Fax. (024) 6707203 Call Center/SMS (024) 6712363 SLMARANG Kode Pos 50161
\Saasaday il
=) disdukcapilkotasemarang @dukcapilkotasmg Q 085641604902

ge.id - Email s 1k ket id dan 4
‘/ p "

Semarang, 22 Januari 2024

Nomor . 071/258/1/ 2024

Sifat T -

Lamp 3 o

Perihal . Permohonan lzin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Di -
SEMARANG
Dasar Surat Dekan Fakultas Hukum Diponegoro, Nomor : 466/

UN7.F1/ AK /1/ 2024, Tanggal : 11 Januari 2024, Perihal
tersebut pada pokok surat.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa pada

prinsipnya kami tidak keberatan mahasiswa :

Nama : RISCA OVI YANTI

NIM : 11000120120052
untuk melakukan Penelitan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Semarang.

Demikian untuk menjadi maklum dan guna seperlunya.

a.n KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG
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